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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan keakuratan dan kejelasan untuk penelitian ini, 

terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dengan mengangkat judul, objek dan 

subjek yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peniliti. Dalam hal ini, 

penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut : 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wida, et. al, (2017) yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana sistem akuntabilitas yang dilakukan dalam 

mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di sembilan desa di wilayah Kecamatan 

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif menyatakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan telah 

sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan telah dilaksanakan secara akuntabel 

dan transparan. Namun, pada proses pengawasan dan pertanggungjawaban dapat 

dikatakan masih belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa faktor yaitu 

kurangnya transparansi terhadap masyarakat, terdapat beberapa tim pelaksana 

dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang memadai. 

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Wenda (2017) dengan 

tujuan untuk bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Gondangrejo 

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan metode 

kualitatif menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Peraturan 

Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Desa di Desa Wonorejo berjalan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap 

perencaan berupa penyusunan APBDesa dan RKPDesa, pelaksanaan setiap 

kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban
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penggunaan dana desa. Meskipun demikian, konsistensi perencanaan dan 

pelaksanaan belum bisa dikatakan optimal. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-

perubahan yang terjadi antara susunan rencana yang disepakati dalam pelaksanaan 

mengalami perubahan di beberapa dusun dan RT dalam jumlah keuangan yang 

disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan masyarakat. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Karlinayani dan Ningsih (2018) 

dengan tujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana akuntabilitas 

pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang 

dilakukan di 11 desa di Kabupaten Gaya Lues dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif membuat kesimpulan bahwa akuntabilitas pemerintah desa 

dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Gayo 

Lues sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari sebelas desa yang diteliti, hanya satu desa yang 

belum siap dalam proses pertanggungjawaban dana desa, desa tersebut adalah 

Desa Gajah Kecamatan Pining. Kendala yang dialami aparatur desa adalah 

kurangnya sumber daya manusia yang handal dan paham mengenai pengelolaan 

dana desa. Ini menyebabkan aparatur desa menyerahkan kepada pihak kecamatan 

dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan 

keuangan desa.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kurnia, et.al (2019) bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diteliti 

pada desa-desa di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan di desa Kecamatan 

Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip transparansi serta adanya partisipasi 

masyarakat dalam setiap tahapnya. Namun waktu penyusunan perencanaan dana 

desa maupun APBDesa mengalami keterlambatan. Selain hal itu, prinsip 

akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan oleh TPK karena adanya keterlambatan 

dalam pelaporan kegiatan. Tahap penatausahaan, pelaporan dan 
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pertanggungjawaban pada desa di Kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan  Permendagri No 113 Tahun 

2014. Meskipun bendahara desa mengalami kendala namun beliau berusaha 

menerapkan akuntabilitas dalam penatausahaan. Selain itu, pelaporan dan 

pertanggungjawaban Realisasi Pelakasanaan APBDesa masih belum sesuai 

dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 karena penyampaian laporan yang 

mengalami keterlambatan. 

Penelitian yang terakhir dilaksanakan di Indonesia adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Wicaksono, et. al (2019) yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi serta 

untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, 

penggunaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban telah berjalan 

dengan bai. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti kendala 

dalam keterbukaan APBDesa, kualitas SDM, banyakan persyaratan administrasi 

LPJ, perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat RAB, serta kendala dalam 

perpajakan.  

Selain di Indonesia, di luar Indonesia juga terdapat penelitian yang 

mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana. Seperti yang 

dilakukan oleh Rambo & Odundo (2014) dengan tujuan untuk menilai dan 

mendokumentasikan informasi tentang perspektif masyarakat tentang 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya LATF di Kenya 

dengan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti menemukan bahwa partisipan 

puas dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pengganggaran (48.8%), meningkatkan aksesibilitas auditor eksternal laporan 

(42,0%), dan manajemen liabilitas (34,0%). Namun mereka menyatakan tidak 

puas dengan indikator seperti transparansi dalam proses pengadaan (58,0%), 

pengelolaan asset dewan (57,4%), publikasi laporan keuangan (44,0%), 
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manajemen arus kas (42,0%), pelaksanaan anggaran disiplin (35,2%), sistem 

akuntansi (30,9%), serta pengendalian internal dan sistem audit (30,2%). 

Penelitian selanjutnya terdapat di Nigeria yang dilaksanakan oleh Aramide 

dan Bashir (2015) dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman mendalam 

tentang sistem control internal yang efektif untuk akuntabilitas keuangan yang 

baik di tingkat dewan pemerintah daerah di Nigeria. Peneliti menggunakan 

metode Studi ini mencoba untuk menyelidiki pemahaman mendalam tentang 

sistem kontrol intenal yang efektif untuk akuntabilitas keuangan yang baik 

ditingkat dewan pemerintahan daerah di Nigeria dengan metode kuantitatif. Hasil 

temuan menunjukkan bahwa sistem kontrol internal positif signifikan untuk 

akuntabilitas keuangan yang baik di dewan area pemerintahan daerah di Nigeria.  

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ott, et al. 

(2016) dilakukan di Kroasia dengan tujuan untuk menganalisis transparansi dalam 

mengelola dana di kota-kota dan kotamadya pada periode terbaru ( November 

2015 – Maret 2016) dengan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti 

menyatakan bahwa tingkat transparansi tidak memuaskan. Namun, tingkat rata-

rata keseluruhan transparansi anggaran di unit pemerintahan daerah meningkat 

dari 1,75 menjadi 2,35. Rata-rata kabupaten sangat transparan (4,3), sementara 

rata-rata transparansi kota-kota tertinggal (3,05) dan rata-rata tingkat transparan 

kotamadya (2,04).  

Dari delapan penelitian yang sudah ada peneliti menyimpulkan bahwa 

pengelolaan keuangan desa telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan 

peraturan yang berlaku dan telah menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi, 

namun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam mengelola keuangan 

desa itu sendiri yaitu salah satunya adalah masih terdapat beberapa sumber daya 

manusia (SDM) yang kurang kompeten dalam membuat laporan administrasi. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban 

desa itu berkaitan dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan 

keuangan desa. Dikarenakan menimbulkan pendapatan dan pengeluaran 

diperlukan pengelolaan keuangan desa dengan baik agar tidak terjadi sesuatu hal 

yang tidak diinginkan, seperti penggunaan dana yang tidak semestinya. Siklus 

pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran, 

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Rosita 

(2018:4) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Uraiannya sebagai 

berikut : 

1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 

APBDesa. 

2) Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian 

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

3) Partisipatif yaitu pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang 

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses 

pengelolaan keuangan desa. 

4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu APBDesa harus dikelola secara tepat 

waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang 

dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 

didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan 

pemerintah pusat dan daerah. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja 

dan pembiayaan. Rancangan APBDesa diajukan oleh kepala desa dan 

dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Rusyan ( 

2018:3) Sumber pendapatan desa bersumber dari : 
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1. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha desa, hasil 

kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain 

lain pendapatan asli desa yang sah. 

2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan 

dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa. 

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

kabupaten/kota untuk desa  paling sedikit 10% yang dibagi ke setiap desa 

secara proposional yang merupakan alokasi dana desa. 

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam rangka pelaksana urusan pemerintahan. 

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

 

2.2.2. Kekuasan Pengelolaan Keuangan Desa 

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memegang jabatan selama 6 

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagai kepala pemerintah 

desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewaliki 

pemerintahan desa dalam kepemilikkan kekayaan desa yang dipisahkan 

karenanya, kepala desa menurut Rusyan (2018:4) mempunyai kewenangan, yaitu: 

1) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa. 

2) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. 

3) Menetapkan bendahara desa. 

4) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. 

5) Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur 

perangkat desa, terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara yang 

ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sekretaris desa bertindak selaku 

koordinator pelaksanan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada 

kepala desa. Sedangkan, bendahara desa mempunyai tugas menerima, 

menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.  
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2.2.3. Pengertian dan Ciri Pemerintah yang Akuntabel 

Menurut Lukito (2014:2) akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara 

kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut 

langkah seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban 

terhadap hasil dan kinerja. Menurut Wicaksono (2015) menyatakan bahwa 

akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level 

organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan 

penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang 

berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. 

Menurut Mahmudi (2016:18) pengertian akuntabilitas publik adalah 

kewajiban pemegang amanah (agent) untuk mempertanggungjawabkan, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan 

kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk menciptakan 

proses akuntabilitas publik yang baik diperlukan saluran pertanggungjawaban 

publik yang bersistem dan berkoordinasi dengan baik. 

Menurut Hoesada (2019:273) Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan 

fungsi dalam organisasi kepemerintahan desa dan cara 

mempertanggungjawabkannnya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap pemerintah 

desa melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap kepala 

desa dan aparat pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan 

terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik 

tentang desa yang berlaku, serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang 

kepala desa. 

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola keuangan guna untuk 

meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada 
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masyarakat. Menurut Rizal, et.al (2018) Terdapat beberapa ciri pemerintahan 

yang akuntabel diantaranya sebagai berikut : 

1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, 

cepat, tepat kepada masyarakat. 

2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. 

3) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik 

secara proposional. 

4) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan. 

5) Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan 

pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 

pelaksanaan program/kegiatan pemerintah. 

 

2.2.4. Pengertian dan Karakteristik Transparansi 

Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan 

organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan 

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. 

Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik 

tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan 

beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi pengelolaan keuangan 

publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi 

sektor publik. Menurut Ritonga dan Syahrir (2016) transparansi tidak hanya 

sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, 

namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang 

dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan daerah. 

Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah 

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan. Menurut Hoesada (2019:273) Asas transparansi 
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mengandung unsur mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi 

yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa. Pada 

umumnya melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman desa dan situs desa. 

Transparansi informasi desa diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat desa 

dan dunia usaha dalam desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat 

dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi dan 

dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan desa dan 

isi peraturan desa dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh kepala desa. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan 

prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi dapat 

diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang 

terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi. 

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability 

antara pemerintahan desa dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan desa 

yang bersih, efektif, efesien akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. Dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan desa, 

maka pemerintah desa akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, dan 

pemerintah desa tentunya akan bekerja lebih serius dan displin. Selain itu dengan 

meningkatnya transparansi dalam mengelola keuangan desa maka diharapkan 

kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan dapat  mewujudkan tata 

pemerintah yang baik dan bersih. 

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2018:19) 

mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut : 

a) Informatif. Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, 

prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi 

secara jelas dan akurat. 

b) Keterbukaan. Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap 

orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di 

badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus 

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. 
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c) Pengungkapan. Pengungkapan kepada masyarakat atau publik 

(stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial. 

 

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengertian desa 

adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menata dan 

menyelenggarakan urusan pemerintahan desa itu sendiri membutuhkan dana yang 

mencukupi dan dapat dikatakan cukup besar.  

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa 

memiliki beberapa sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan asli Desa 

(PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian 

dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan 

sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Siklus pengelolaan keuangan 

desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai 

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berdasarkan Permendagri No. 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam mengelola keuangan 

desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran. 
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Berdasarkan kerangka teori diatas, dapat disusun kerangka konseptual 

penelitian sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

      

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia No 20 Tahun 2018 

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi 

dalam Mengelola Keuangan Desa di Desa Suka Damai 

Tahap 

Perencanaan 

Tahap Pelaksanaan 

dan Penatausahaan 

Tahap Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 


